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ABSTRAK
TANTRI SAPUTRO

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi dan kualitas
pelayanan terhadap kepatuhan wajib. pajak bumi dan bangunan di Badan
Pendapatan Daerah Kota Rekanbaru. Indonesia’sebagai negara berkembang selalu
melakukan pembangunan disegala sektor, hal ini ‘dilakukan demi terciptanya
masyarakat yang sejahtera. Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,
penegakan hukum yang adil serta memelihara keamanan dan ketertiban, negara
membutuhkan biaya yang tentunya tidak sedikit. Upaya untuk memenuhi hal
tersebut salah satunya dengan penerimaan negara yang berfungsi untuk memenuhi
kepentingan negara guna menciptakan pertumbuhan ekonomi. Pajak merupakan
unsur penunjang urusan pemerintahan dibidang keuangan.pendapatan yang
menjadi kewenangan daerah, salah satu dasar penerimaan pajak sesuai target
adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan Wajib Pajak adalah kondisi dimana
Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan.
Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan untuk memberikan sebuah
pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui
tentang segala hal mengenai perpajakan baik, sehingga sosialisasi adalah salah
satu cara penyampaian pesan-atau,informasi-kepada seluruh masyarakat wajib
pajak tentang apa itu pajak dan manfaat pajak Kualitas pelayanan sebagai
perbandingan antara layanan yang dipersepsikan konsumen dengan kualitas
layanan yang diharapkan konsumen atau dapat didefinisikan sebagai seberapa
jauh perbedaan antara harapan atau keinginan konsumen dengan persepsi yang
dirasakannya, atas pelayanan yang mereka terima. Jenis penelitian yang dilakukan
adalah teknik kuantitatif. Penyusunan tesis ini.menggunakan SEM (Structural
Equation Modelling) dengan. aplikasi “program AMOS 21. Sampel dalam
penelitian ini adalah wajib pajak PBB yang terdaftar di 3 Kecamatan Kota
Pekanbaru yaitu Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Marpoyan Damai,
Kecamatan Senapelan. Hasil penelitian secara parsial maupun simultan
menunjukkan bahwa sosialisasi dan kualitas pelayanan berpengaruh positif
terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Badan Pendapatan Daerah Kota
Pekanbaru.

Kata Kunci: Sosialisasi, Kualitas Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak



THE EFFECT OF SOCIALIZATION AND QUALITY OF
SERVICES ON LAND AND BUILDING TAXPAYER
COMPLIANCE IN REGIONAL REVENUES AGENCY
PEKANBARU CITY

ABSTRACT

SAPUTRO TANTRI

This study aims to determine the effect of socialization and service quality on land
and building taxpayer compliance at the Pekanbaru City Revenue Agency.
Indonesia as.a developing ceuntry always‘carries out development in all sectors,
this is done for the sake ‘of Creating a prosperous society. To provide services to
the community, enforce fair laws and maintain security and order, the state
requires no small amount of money. One of the efforts to fulfill this is with state
revenue which serves to fulfill the interests of the state in order to create
economic growth. Tax is a supporting element of government affairs in the field of
income finance which is the authority of the region, one of the bases for tax
revenue according to the target is taxpayer compliance. Taxpayer compliance is a
condition in which the Taxpayer fulfills his tax obligations and exercises his
taxation rights. Tax socialization is an effort made to provide knowledge to the
public and especially taxpayers so that they know about everything about taxation
well, so that socialization is one way of delivering messages or information to the
entire taxpayer.community about what taxes are and the benefits of taxes. the
comparison between the service perceived by consumers and the quality of service
expected by consumers or can-be defined as how, far the difference between the
expectations or desires of consumers. and their perceived perceptions of the
services they receive. The type of research conducted is quantitative technique.
The preparation of this thesis uses SEM (Structural Equation Modeling) with the
application of the AMOS 21 program. The sample in this study were PBB
taxpayers registered .in 3 Districts of Pekanbaru City; namely Pekanbaru City
District, Marpoyan Damai District, Senapelan District. The results of the study
partially or simultaneously show that socialization and service quality have a
positive effect on PBB taxpayer-compliance at the Pekanbaru City Regional
Revenue Agency.

Keywords: Socialization, Service Quality, Taxpayer Compliance
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

setempat,

permintaan,

a. Salah satu

keuangan pendapatan yang menjadi kewenangan daerah. Badan Pendapatan
Daerah  dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud
menyelenggarakan fungsi yaitu penyusunan kebijakan teknis di bidang
pendapatan daerah, pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pendapatan
daerah, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan

teknis di bidang pendapatan daerah, pembinaan teknis penyelenggaraan
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fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan
daerah, pelaksanaan administrasi badan pendapatan daerah dan pelaksanaan

fungsi lain yang diberikan oleh Walikota/ Bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya.

asa ‘ 2009 menjelaskan
\\\\‘ .00 R
o Perkotaan adalah
g t

dan/atau

e. Tempat olahraga;
f. Galangan kapal, dermaga;

g. Taman mewah;

h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;

i. Menara.
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(3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:
a. Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan

pemerintahan;

a-mata _un gpentingan umum  di
A LTSS b '@@‘

wisata, taman

esa, dan tanah

Wajib Pajak.

(5) Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dalam Pasal 78 UU Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa:

(1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah

orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas
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Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki,
menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
(2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah

orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas

dengan Peraturan Daerah.

Dalam Pasal 81 UU Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa:
Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 80 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana
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ISJIAIU

nery we[sy sej

dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak
Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (5).

Dalam Pasal 82 UU Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa:

(1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.

berikut:
a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) tidak
disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh

Kepala Daerah sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;



b. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata
jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang
dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Sehingga pajak pungutan negara yang tidak memberikan balas jasa
secara langsung, sifatnya.mengikat dan.dapat dipaksakan, yang digunakan
untuk kemakmuran rakyat dimana pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu
fungsi budgetair yang. digunakan antuk, membiayai seluruh pengeluaran
rutin maupun. pembangunan negara dan fungsi regulerenyang digunakan
untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
Salah satu dasar penerimaan pajak sesuai target adalah kepatuhan wajib
pajak. Kepatuhan Wajib Pajak adalah’ kondisi dimana Wajib Pajak
memenuhi- kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan.
Kepatuhan wajib pajak yang baik akan dapat dilihat dari keteraturannya
dalam menyetorkan pajak, dengan adanya kepatuhan® dari wajib pajak
diharapkan ~wajib pajak berusaha wuntuk memenuhi peraturan hukum
perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan
hak perpajakannya (Wardani dan Erma, 2018).

Sosialisasi perpajakan. merupakan upaya yang dilakukan untuk
memberikan informasi kepada masyarakat luas dan khususnya masyarakat
dengan tujuan agar mereka mengetahui segala hal yang berkaitan dengan
pemungutan pajak, baik pedoman maupun sistem pengeluaran melalui
strategi yang tepat menurut Rimawati (2013) dalam Burhan (2015),
sehingga sosialisasi adalah salah satu cara penyampaian pesan atau

informasi kepada seluruh masyarakat wajib pajak tentang apa itu pajak dan



manfaat pajak. Setelah sosialisasi dilaksanakan maka wajib pajak yang
belum terdaftar bisa mendaftarkan diri dengan membawa kelengkapan
berkas dibagian pelayanan pajak. Petugas pelayanan akan melayani wajib
pajak dalam mendaftarkan dan mendata wajib pajak hingga proses akhir,
setelah itu_.apabila terdapati wajib pajak yang belum membayar atau
melakukan penunggakan maka petugas pajak akan melakukan tagih kepada
wajib pajak tersebut sesuat dengan prosedur yang berlaku sehingga wajib
pajak bisa terhindar dari besarnya sanksi pajak dan menjadikan mereka
sebagai wajib pajak yang patuh. Dibuktikan dengan gambar berikut:

Gambar 1.1 SDT Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru
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Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (2021)
Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru melakukan sosialisasi
kepada wajib pajak dengan cara melakukan SDT. SDT adalah Sosialisasi

Daftar Tagih dengan cara petugas mendatangi wajib pajak atau petugas



melakukan turlap (turun lapangan) kerumah ataupun ke alamat wajib pajak
atau objek pajak dimana objek pajak atau wajib pajak yang belum terdaftar.
Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru juga sudah melakukan inovasi
dengan membuat aplikasi Smart PBB dengan aplikasi tersebut masyarakat
tidak perlu-lagi mengantri_untuk melakukan pendaftaran PBB ke kantor
Badan Pendatan Daerah Kota Pekanbaru sehingga kualitas pelayanan Badan
Pendapatan Daerah Kota.Pekanbaru: telah memudahkan masyarakat dalam
melakukan pendaftaran. Kualitas pelayanan menurut Parasuraman, et al
(1990) mencirikan kualitas pelayanan sebagai pemeriksaan antara bantuan
yang dilinat pembeli dan kualitas bantuan. yang diharapkan pembeli.
Kualitas administrasi, seperti yang dilihat oleh pembeli, dapat dicirikan
sebagal seberapa jauh perbedaan antara asumsi atau keinginan pelanggan
dan kesan nyata mereka terhadap administrasi yang mereka dapatkan.
Berikut ini. adalah jeontoh aplikasi Badan Pendapatan Daerah Kota
Pekanbaru:

Gambar 1.2 Aplikasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru
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Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (2021)
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Untuk membangun kepatuhan kesadaran wajib pajak, Badan
Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru melakukan sosialisasi dan

meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak yang berada di Kota

Pekanbaru, dimana terdapat 11 pajak di Badan Pendapatan Daerah Kota

99,85 %

3 | 2020 | Rp 115007.706.893 | RP- 114.713568.805 99,74%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (2021)
Maka dengan demikian peneliti tertarik untuk meneliti variabel-
variabel tersebut yaitu kepatuhan wajib pajak, sosialisasi dan kualitas

pelayanan, dimana Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sudah
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1.2

berupaya untuk SDT PBB dan membuat aplikasi pembayaran PBB seperti
Smart PBB. Akankah upaya-upaya tersebut membantu dalam kepatuhan
wajib pajak PBB yang berada di Kota Pekanbaru. Yang menjadi kreteria

populasi dan sample pada penelitian ini adalah Wajib Pajak buku 4 dan 5.

meneliti tesis
yanan Terhadap

Daerah Kota

berikut:

1. Bagaimana pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak PBB
pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru?

2. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib

pajak PBB pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru?
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3.

14

1.

berikut:

Bagaimana pengaruh sosialisasi dan kualitas pelayanan terhadap

kepatuhan wajib pajak PBB pada Badan Pendapatan Daerah Kota

Pekanbaru?

mukakan di

erhad; ‘, atuhan wajib

anbary,

Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan. Semoga penelitian ini
mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Dengan adanya
penelitian ini, semoga petugas pajak diharapkan dapat menentukan

kebijakan berkaitan dengan signifikan atau tidaknya pengaruh dari

11



sosialisasi dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB
pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Hal ini demi
tercapainya pendapatan asli daerah sesuai dengan yang diharapkan

khususnya dari wajib pajak PBB Badan Pendapatan Daerah Kota

‘-l'.
v
ﬂg

G ,
-
Ped
e

DI disay yepepe fur udwnyo(

nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg
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TELAAH PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

QQ.

berperilaku patuh

mereka. Inspirasi dari dalam diri warga dapat diperluas dengan sosialisasi
pemungutan pajak untuk membangun informasi pada warga. Sanksi
pungutan yang dipaksakan juga dapat membuat warga ragu-ragu untuk
mengabaikan pedoman pungutan, guna meningkatkan konsistensi warga

dalam memenuhi komitmennya sebagai warga negara (Burhan, 2015).
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2.1.2 Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan merupakan langkah yang dilakukan agar
memberikan suatu ilmu kepada rakyat dan terpenting wajib pajak agar
mengetahui tentang semua pengetahuan mengenai perpajakan baik

peraturan a ara jakan.ir de-metode yang tepat

SI langsung dan
an sosialisasi
ga atau warga
pakan gerakan

hampir tidak

sosialisasi biaya kepada semua warga negara. Sosialisasi yang diberikan
kepada daerah diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada daerah
tentang pentingnya membayar retribusi sesuai dengan Winerungan (2013)
dalam Burhan (2015).

Bentuk-bentuk sosialisasi antara lain: mengadakan penyuluhan-

penyuluhan tentang perpajakan, mengadakan seminar-seminar di berbagai

14



2.1.3

profesi serta pelatihan-pelatihan baik untuk pemerintah maupun swasta,
memasang spanduk yang bertemakan pajak, memasang iklan layanan
masyarakat di berbagai stasiun televisi dan lain-lainnya. Aspek yang akan
diperoleh dari penyampaian informasi perpajakan yang dilakukan
pemerintah .akan “sangat..mempengaruhi® kesadaran. wajib pajak dalam
membayar pajak: waktu, media yang digunakan, bentuk sosialisasi,
informasi  yang disampaikan, = tujuan , dan  manfaat sosialisasi dan
pengetahuan wajib pajak (Riyanti, 2013).

Sosialisasi penetapan pajak yang terkonsentrasi sebenarnya ingin
membangun bagaimana warga memaknai komitmen membayar retribusi
sebagal salah satu bentuk kerjasama publik dalam mengumpulkan aset
untuk mendukung pembiayaan pemerintah dan turn.of event publik
(Kurniawan (2014).Dengan adanya sosialisasi kewajiban akan meningkat.
perhatian‘warga untuk-menyelesaikan beban, dan menyetujui pedoman tarif.
Sosialisasi ini membuat individu tanpa henti mendapatkan keuntungan
meliputi penilaian dan persetujuan jika mereka tidak memenuhi tuntutan.
Akibatnya sosialisasi tarif ini dapat berdampak pada peningkatan jumlah
warga dan dapat konsistensi yang..cepat dari warga sehingga derajat
konsistensi warga secara alami akan meningkat juga pendapatan bea negara
akan terbangun (Winerungan, 2013) dalam Boediono et al (2018).

Kualitas Pelayanan

Dalam menghadapi konsumen dalam pelayanan perpajakan,

pemerintah perlu menerapkan berbagai strategi guna memikat wajib pajak

ataupun mempertahankan wajib pajak agar mereka tetap loyal dalam

15



membayarkan pajaknya. Wajib pajak akan merasa puas ketika harapan
mereka saat melakukan transaksi di kantor perpajakan terpenuhi atau
bahkan dilebihkan dimana kemudian wajib pajak akan mematuhi kewajiban
yang akan mereka bayarkan.

Kualitas merupakan.suatu kondisi-dinamis yang. berpengaruh dengan
produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi
harapan (Tjiptono, 2001). Menurut Kotler (2002) definisi pelayanan adalah
setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak ke
pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan
kepemilikan apapun. Pelayanan diberikan oleh produsen untuk memenuhi
kebutuhan dan Kkeinginan konsumen demi tercapainya kepuasan pada
konsumen itu sendiri, kualitas pelayanan dapat didefinisikan sebagai upaya
pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta Kketetapan
penyampaiannya dalam mengimbangi harapan konsumen (Tjiptono, 2007).

Dalam Undang - Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009
Tentang Pelayanan publik Pasal 1 dijelaskan bahwa: “Pelayanan publik
adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan. dalam rangka pemenuhan
kebutuhan pelayanan-sesuai dengan. peraturan perundang-undangan bagi
setiap waga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan
administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik.”

Parasuraman, et al (1990) mendefinisikan kualitas pelayanan sebagai
perbandingan antara layanan yang dipersepsikan konsumen dengan kualitas
layanan yang diharapkan konsumen. Kualitas pelayanan, sebagaimana yang

dipersepsikan oleh konsumen, dapat didefinisikan sebagai seberapa jauh
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perbedaan antara harapan atau keinginan konsumen dengan persepsi yang
dirasakannya, atas pelayanan yang mereka terima.

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam pajak aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. Jadi dalam

bahwa prinsip
dicapai yaitu
nggung sistem

etapkan sendiri

iy disay yejepe il udwnyo(]

a.

nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

b. Prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak.
c. Program pemantauan kepatuhan dan verivikasi yang efektif.
d. Pemantapan law enforcement secara tegas dan adil.
Jatmiko (2006) dalam Burhan (2015) menyatakan bahwa kepatuhan
wajib pajak diidentifikasikan sebagai memasukkan dan melaporkan kepada

waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak
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yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan
pemaksaan. Ketidakpatuhan wajib pajak timbul kalau salah satu syarat
definisi tidak terpenuhi.

Menurut Nurmatun (2003: 148) “Kepatuhan pajak adalah suatu

keadaan din ib..Pajak memen hak dan kewajiban

S Vet lg,‘
: i Fo
|

ang-Undang

antara pemerintah dan Wajib Pajak (dalam Septiani dkk, 2019).
2.1.5 Pajak Daerah dan Retribusi
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi pada Pasal 2 Jenis Pajak terdiri atas:

18
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1. Pajak Provinsi

a. Pajak kendaraan bermotor
Pasal 3 menjelaskan Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah

kepemilikan  dan/atau  penguasaan Kendaraan Bermotor.

Bermotor adalah

lat, perwakilan

embaga-lembaga

Bermotor a 3 atau Badan yang memiliki
dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. Wajib Pajak
Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang
memiliki Kendaraan Bermotor. Dalam hal Wajib Pajak Badan,
kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa

Badan tersebut.
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b.

Bea balik nama kendaraan bermotor
Pasal 9 menjelaskan Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.

Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor adalah

Ay

Kendaraan

penguasaan Kendaraan Bermotor karena perjanjian sewa beli.
Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana
dimaksud adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri
untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali: untuk dipakai
sendiri olenh orang pribadi yang bersangkutan, untuk

diperdagangkan, untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean
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Indonesia dan digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan
kegiatan  olahraga bertaraf internasional.  Pengecualian
sebagaimana dimaksud tidak berlaku apabila selama 3 (tiga)

tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah

~ 5
o

K Ba | Bakar Kendaraan

Bermotor. Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
dilakukan oleh penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah produsen
dan/atau importir Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk

dijual maupun untuk digunakan sendiri. Pasal 18 menjelaskan

Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah
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Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan
Pajak Pertambahan Nilai. Pasal 19 menjelaskan Tarif Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi

sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif Pajak Bahan Bakar

Kewenangan

Bakar Kendaraan

Pajak air permukaan

Pasal 21 menjelaskan Objek Pajak Air Permukaan adalah
pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan. Dikecualikan
dari objek Pajak Air Permukaan adalah: pengambilan dan/atau
pemanfaatan Air Permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga,

pengairan pertanian dan perikanan rakyat, dengan tetap
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memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-
undangan dan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan
lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Pasal 22

menjelaskan Subjek Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi

engambilan dan/atau

Perolehan Air
atakan dalam

sebagian atau

LR

asi sumber air,

Ragaa
5

persen). Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah. Pajak Air Permukaan yang terutang dipungut di wilayah
daerah tempat air berada.

e. Pajak rokok

Pasal 26 menjelaskan Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok.

Rokok meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Dikecualikan dari
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objek Pajak Rokok adalah rokok yang tidak dikenai cukai
berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
Pasal 27 menjelaskan Subjek Pajak Rokok adalah konsumen

rokok. Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik

. I memiliki izin berupa
\‘t

ﬁ%‘é‘ .ea ajak  Rokok

ang memungut

kai rokok. Pasal 28

adale

L LTS

hiburan. Jasa penunjang adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks,
internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan
fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.
Tidak termasuk objek Pajak Hotel adalah: jasa tempat tinggal

asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah

Daerah, jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya, jasa
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tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan, jasa
tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti
asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis dan jasa biro

perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh

bayaran atau
5 menjelaskan
10% (sepuluh

uran Daerah.

tempat pelayanan maupun di tempat lain. Tidak termasuk objek
Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran
yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasal 38 menjelaskan
Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang

membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. Wajib Pajak
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Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan
Restoran. Pasal 39 menjelaskan Dasar pengenaan Pajak Restoran
adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya

diterima Restoran. Pasal 40 menjelaskan Tarif Pajak Restoran
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yang menyelenggarakan Hiburan. Pasal 44 menjelaskan Dasar
pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau
yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan. Jumlah
uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket

cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan. Pasal

45 menjelaskan Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi
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sebesar 35% (tiga puluh lima persen). Khusus untuk Hiburan
berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke,
klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi

uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi

juh puluh i sus Hiburan kesenian
“‘ﬂ H%“‘ .ﬁa
e " ak Hiburan
bl

“‘6

S ML

et, televisi, radio, warta
bulanan, dan sejenisnya,
label/merek  produk ~ yang melekat pada barang yang
diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk
sejenis lainnya, nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang
melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi
diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama

pengenal usaha atau profesi tersebut, Reklame yang
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diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan
penyelenggaraan Reklame lainnya yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah. Pasal 48 menjelaskan Subjek Pajak Reklame

adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.

adi atau Badan yang

7&,\\‘ .@

@

Pajak Penerangan Jalan adalah: penggunaan tenaga listrik oleh
instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, penggunaan tenaga
listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan,
konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik,
penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan

kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis

28



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

terkait dan penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan
Peraturan Daerah. Pasal 53 menjelaskan Subjek Pajak Penerangan
Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan

tenaga listrik. Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi

Q@ Pajak Penerangan Jalan
ditetapkan . 10% (sepuluh persen).
Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri,
pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan
Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen).
Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak
Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (satu

koma lima persen). Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan
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dengan Peraturan Daerah. Pasal 56 menjelaskan Pajak
Penerangan Jalan yang terutang dipungut di wilayah daerah
tempat penggunaan tenaga listrik. Hasil penerimaan Pajak

Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan

Logam dan
Logam dan
gah permata,
omit, feldspar,
kalsit, kaolin,
oker, pasir dan
serap (fullers

), tras, yarosif;

yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti
kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga,
pemancangan  tiang listrik/telepon,  penanaman  kabel
listrik/telepon, penanaman pipa air/gas, kegiatan pengambilan
Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari

kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara

30



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

komersial dan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan
lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasal 58
menjelaskan Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral

\.‘“é

.\%\H’\‘_\‘.ﬁ\\‘\
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<>

dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu
usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan
bermotor. Tidak termasuk objek pajak adalah: penyelenggaraan
tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah,

penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya

digunakan untuk karyawannya sendiri, penyelenggaraan tempat
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Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing
dengan asas timbal balik dan penyelenggaraan tempat Parkir
lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah. Pasal 63

menjelaskan Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan

«
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Daerah. Pasal 68 menjelaskan Subjek Pajak Air Tanah adalah
orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau
pemanfaatan Air Tanah. Wajib Pajak Air Tanah adalah orang
pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau
pemanfaatan Air Tanah. Pasal 69 menjelaskan Dasar pengenaan

Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah. Nilai
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Perolehan Air Tanah dinyatakan dalam rupiah yang dihitung
dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor
berikut: jenis sumber air, lokasi sumber air, tujuan pengambilan

dan/atau pemanfaatan air, volume air yang diambil dan/atau

mengusahakan Sarang Burung Walet. Wajib Pajak Sarang Burung
Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan
pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet. Pasal
74 menjelaskan Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet

adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet. Nilai Jual Sarang Burung

Walet dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum
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Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan
dengan volume Sarang Burung Walet. Pasal 75 menjelaskan Tarif
Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10%

(sepuluh persen). Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan

egiatan  usaha

[ermasuk dalam
yang terletak
, pabrik, dan

esatuan  dengan

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak
yang: digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk
penyelenggaraan pemerintahan, digunakan semata-mata untuk
melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan,
pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan

untuk memperoleh keuntungan, digunakan untuk kuburan,
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peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu, merupakan
hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional,
tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara

yang belum dibebani suatu hak, digunakan oleh perwakilan

4.‘0-

Subjek Pajak

wyneeeel?
ALRLRY

adalah orang
i suatu hak atas

Bumi, dan/atau

il B XY

manfaat atas

atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh
manfaat atas Bangunan. Pasal 79 menjelaskan Dasar pengenaan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah
NJOP. Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali

untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuali

dengan perkembangan wilayahnya. Penetapan besarnya NJOP
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dilakukan oleh Kepala Daerah. Pasal 80 menjelaskan Tarif Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling
tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen). Tarif Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan

Berdasarkan SPOP, Kepala Daerah menerbitkan SPPT. Kepala
Daerah dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut:
SPOP tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara
tertulis oleh Kepala Daerah sebagaimana ditentukan dalam Surat

Teguran dan berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain

ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak
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yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib
Pajak.
k. Bea perolehan atas tanah dan bangunan

Pasal 85 menjelaskan Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah

atas Tanah dan/atau
Bangunan
ukar, hibah,

atau badan

timbal balik, negara untuk penyelenggaraan pemerintahan
dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan
umum, badan atau perwakilan lembaga internasional yang
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat
tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar

fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut, orang
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pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan
hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama, orang pribadi

atau Badan karena wakaf dan orang pribadi atau Badan yang

digunakan untuk kepentingan ibadah. Pasal 86 menjelaskan

tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar,
pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai
pasar, penggabungan usaha adalah nilai pasar, peleburan usaha
adalah nilai pasar, pemekaran usaha adalah nilai pasar, hadiah
adalah nilai pasar; dan/atau penunjukan pembeli dalam lelang

adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
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Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak
ditetapkan paling rendah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh

juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Dalam hal perolehan hak

karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang

dibuat dan ditandatanganinya akta, hibah wasiat adalah sejak
tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta, waris adalah sejak
tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke
kantor bidang pertanahan, pemasukan dalam perseroan atau badan
hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya

akta, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak
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tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta, putusan hakim adalah
sejak tanggal putusan pangadilan yang mempunyai kekuatan
hukum yang tetap, pemberian hak baru atas Tanah sebagai

kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya

ian hak baru di luar

a adala sejak tanggal

LT Y
=
QD
o
QO
QD
-0
w
2
QD
o

Awnae

bukti pembayaran pajak. Kepala kantor bidang pertanahan hanya
dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran
peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti
pembayaran pajak. Pasal 92 menjelaskan Pejabat Pembuat Akta
Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan

lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang
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Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Kepala
Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya
(UU No. 28 Tahun 2009).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
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ahan Limbah Cair, Retribusi
Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan dan
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
Jasa Usaha
Pasal 126 menjelaskan Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan
yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip

komersial yang meliputi:  pelayanan dengan  menggunakan/
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memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara
optimal dan/ atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum
disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Pasal 127 menjelaskan

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah: Retribusi Pemakaian Kekayaan

AL LY

ertentu adalah

kepada orang

AKLUAG

Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman
Beralkohol, Retribusi lIzin Gangguan, Retribusi Izin Trayek dan

Retribusi lzin Usaha Perikanan.
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2.2 KERANGKA PEMIKIRAN
Kerangka penelitian dimaksudkan untuk menggambarkan bagaimana
keterkaitan antar variabel penelitian berdasarkan berbagai kajian para ahli

sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis mengambil dua buah jurnal sebagai

Sosialisasi
Perpajakan

Kepatuhan
Wiajib Pajak

Pengetahuan

Perpajakan

Sumber: Model Penelitian Zelmiyanti dan Diah (2020).
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Berdasarkan tinjauan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka

dapat disusun kerangka penelitian sebagai berikut:

Sosialisasi
Perpajakan

Kepatuhan
Wiajib Pajak

terus mendapatkan keuntungan dari membayar retribusi dan otorisasi untuk
tidak menutup pungutan. Akibatnya, sosialisasi pungutan ini dapat
berdampak pada peningkatan kuantitas warga dan dapat mendorong
konsistensi dari warga sehingga dengan sendirinya tingkat konsistensi

warga akan meningkat serta pendapatan pungutan negara akan meningkat

(Winerungan, 2013) dalam Boediono dkk (2018).
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Hasil penelitian Riyanti (2013), Boediono dkk (2018), Septiani dkk
(2019), Setiyoningrum dkk (2014), lzza dkk (2020), Wardani dan Erma
(2018), Ananda dkk (2015) dan Burhan (2015) mengungkapkan sosialisasi
perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat
diturunkan hipotesis penelitian sebagai berikut :

HZ1: Sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB
2.3.2 Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB

Kualitas . pelayanan  merupakan  penyebab ‘eksternal yang
mempengaruhi persepsi wajib pajak untuk membuat penilaian mengenai
perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan.
Pelayanan terbaik pada wajib pajak dan tingkat kualitas dapat dicapai secara
konsisten-dengan memperbaiki pelayanan dan memberikan perhatian khusus
pada standar Kinerja pelayanan baik pelayanan internal maupun eksternal,
diharapkan dengan kualitas pelayanan yang baik -terjadi peningkatan
pembayaran pajak oleh wajib pajak.

Hasil penelitian Riyanti (2013) dan Setiyoningrum dkk (2014)
mengungkapkan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak, sehingga dapat diturunkan hipetesis penelitian sebagai berikut :

H2: Kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib
pajak PBB
2.3.3 Pengaruh Sosialisasi dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak PBB
Menggunakan sosialisasi membuat masyarakat menjadi mengerti dan

paham tentang manfaat membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar
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pajak ditambah dengan kualitas pelayanan yang baik kepada wajib pajak
secara konsisten dengan memperbaiki pelayanan dan memberikan perhatian
khusus pada standar kinerja pelayanan baik pelayanan internal maupun

eksternal, diharapkan dengan kualitas pelayanan yang baik terjadi

penlngkat . ajak oleh_waj ehingga berpengaruh

SVt 'o.

(TAHUN)

Riyanti Sosialisasi perpajakan,
(2013) Sosialisasi P i kualitas pelayanan fiskus
Kualitas Pelayanan Linear dan sanksi perpajakan
Fiskus Berganda berpengaruh positif
dan terhadap kepatuhan wajib
Sanksi Perpajaka pajak
pelayanann

Variabel Dependen:
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Boediono dkk

(2018)
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Variabel Independen:

Sosialisasi Perpajakan

Variabel Dependen:

nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

Setiyoningrum

dkk

(2014)

Variabel Indep
Sosialisasi Perpajakan,
Kualitas Pelayanan
Fiskus dan

Sanksi Perpajakan

Variabel Dependen:

Kepatuhan Wajib Pajak

Partial
Least
Square

(PLS)

Sosialisasi perpajakan
berpengaruh positif
terhadap kesadaran dan

kepatuhan wajib pajak,

Analisis

Regresi
Linear

Berganda

Sosialisasi perpajakan,
kualitas pelayanan fiskus
dan sanksi perpajakan
berpengaruh positif
terhadap kepatuhan wajib

pajak
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Variabel Independen:

Sosialisasi pajak,

Kesadaran Pajak
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-

Variabel Dependen:

Kepatuhan Wajib Pajak

Analisis
Regresi

Linear

Sosialisasi pajak, kesadaran
pajak dan sanksi pajak
berpengaruh positif

terhadap kepatuhan wajib

pajak dan pemahaman
perpajakan memeliki
pengaruh yang signifikan
secara bersama-sama
terhadap kepatuhan Wajib

Pajak

Burhan

(2015)

Variabel Independen:

Sosialisasi Perpajakan,

Analisis

Regresi

Sosialisasi perpajakan,

pengetahuan perpajakan,
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Devi dan

Pengetahuan
Perpajakan,

Persepsi WP tentang

Sanksi Pajak

Linear

Berganda

dan persepsi wajib pajak
tentang PP 46 tahun 2013
berpengaruh positif dan
signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak

Mortigor sanksi perpajakan
(2019) berpengaruh terhadap
Sanksi Perpajakan kepatuhan wajib pajak
Variabel Dependen:
Kepatuhan Wajib Pajak
Vionita dan Variabel Independen: Survei Sosialisasi perpajakan
Septian Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan dan
(2018) Kesadaran Wajib Pajak positif terhadap kepatuhan
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dan

Sanksi Pajak

Variabel Dependen:

epatuhan Perpajakan

12

AAAAA

(A
é“'

LTS

perpajakan sedangkan
kesadaran perpajakan dan
sanksi pajak tidak
berpengaruh terhadap

kepatuhan perpajakan

Variabel terikat (dependent variabel) merupakan variabel yang menjadi

perhatian utama peneliti (Sekaran, 2006). Variabel terikat dalam

penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak ().

Variabel Bebas (Independent Variabel)

Variabel bebas (independent variabel) merupakan variabel yang

mempengaruhi variabel lain baik secara positif maupun secara negatif
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(Sekaran, 2006). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah sosialisasi

(X1) dan kualitas pelayanan (X2).

2.6 OPERASIONALISASI VARIABEL

Angka 4 = Setuju (S)
Angka 5 = Sangat Setuju (SS)
2.6.2 Kualitas Pelayanan

Parasuraman, et al (1990) mendefinisikan kualitas pelayanan sebagai
perbandingan antara layanan yang dipersepsikan konsumen dengan kualitas

layanan yang diharapkan konsumen. Kualitas pelayanan, sebagaimana yang
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dipersepsikan oleh konsumen, dapat didefinisikan sebagai seberapa jauh
perbedaan antara harapan atau keinginan konsumen dengan persepsi yang
dirasakannya, atas pelayanan yang mereka terima.

Menurut Parasuraman, dalam Kotler (2002: 499) ada lima dimensi

ayanan) yaitu

dan kesediaan

keyakinan diri konsumen ‘bahwa pihak penyedia jasa terutama
karyawannya mampu untuk memenuhi kebutuhan konsumennya.
Mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat

dipercaya yang dimiliki oleh para karyawan.

d. Empathy (memahami keinginan konsumen) yaitu perhatian secara

individual terhadap pelanggan seperti kemudahan untuk berkomunikasi
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nery we[sy sej

yang baik dengan para karyawan dan usaha perusahaan untuk
memahami keinginan dan kebutuhan pelanggan.
e. Tangibles (tampilan fisik pelayanan) yaitu kemampuan perusahaan

dalam menunjukkan eksistensinya pada pihak luar. Penampilan dan

prasaran ahan serta keadaan

PR L 1SS S 1Y

g akan mereka

poin dengan

Jatmiko (2006) dalam Burhan (2015) menyatakan bahwa kepatuhan
wajib pajak diidentifikasikan sebagai memasukkan dan melaporkan kepada
waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak
yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan
pemaksaan. Ketidakpatuhan wajib pajak timbul kalau salah satu syarat

definisi tidak terpenuhi.
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Kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang

mengitung pajak dalam jumlah yang benar, selalu mengisi SPT sesuai

dengan ketentuan dan tepat waktu. Variabel ini diukur dengan skala likert 1-

5 poin dengan perinciannya adalah sebagai berikut :

yang dilakukan
1. | untuk
memberikan
sebuah
pengetahuan

kepada

Sosialisasi

SKALA

dapat diketahui
melalui media
elektronik seperti
website pajak

atau media sosial

Ordinal
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masyarakat dan
khususnya
wajib pajak
agar

mengetahui

pelayanan
sebagai
perbandingan
antara layanan
yang
dipersepsikan
konsumen

dengan kualitas

Kualitas
Pelayanan

(X2)

Sosialisasi
perpajakan
sangat

membantu saya

Ordinal
Ordinal
Ordinal

layanan tepat

pada waktunya

Petugas selalu

memberikan

Responsiveness Ordinal

informasi yang
dibutuhkan oleh

wajib pajak
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layanan yang
diharapkan
konsumen.
Kualitas

pelayanan,

Petugas memiliki

mpetensi dan

Ordinal
bersih dan
yang  mereka
nyaman
terima.
Jatmiko (2006)
dalam Burhan Saya selalu
Kepatuhan
(2015) menghitung Ordinal
Wajib Pajak | Kesadaran
menyatakan pajak dalam
(Y)
bahwa jumlah benar dan
kepatuhan apa adanya
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wajib pajak
diidentifikasika
n sebagai

memasukkan

Ketaatan

Saya selalu
mengisi SPT

dengan benar

dan sesuai

Ordinal

Ordinal
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BAB Il

METODE PENELITIAN

3.1 TIPE/JENIS PENELITIAN

itatif, yaitu penelitian

\meantth) g

‘ ang diolah

A titatif dilakukan
- bl
"g potesis) dan
E — tas kesalahan
E‘ 5 kan diperoleh
& =
- antar variabel
=

= kan penelitian
B »
g ? dalah penelitian
5 =
- >
&

=
e
2, = 3.2
=
E penelitian dilakukan
E ap yang sangat penting dalam
o
=

penelitian kuantitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti
objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam
melakukan penelitian. Lokasi ini bisa di wilayah tertentu atau suatu lembaga
tertentu dalam masyarakat. Untuk memperoleh data primer, lokasi

penelitian dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
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3.3 POPULASI DAN SAMPEL
Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau

hal yang ingin diinvestigasi (Sekaran, 2006). Populasi dalam penelitian ini

adalah wajib pajak PBB yang terdaftar di 3 Kecamatan Kota Pekanbaru

3.4

yang digunakan. Jumlah variabel yang digunakan dalam penelitian ini
adalah 3 variabel sehingga jumlah sampel minimal yang harus diambil
adalah 3 x 15 = 45. Penentuan sampel ditentukan dengan menggunakan
rumus berikut (Burhan, 2015):

n = jumlah sampel

N = populasi
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e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan
sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, dalam penelitian ini
adalah 0,1

Berdasarkan data dari 3 Kecamatan Badan Pendapatan Daerah Kota

syarat yang ditete : 1ana diringkas dalam tabel

berikut:
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Tabel 3.1 Populasi dan Sampel

NO KECAMATAN POPULASI SAMPEL

1 Pekanbaru Kota 799 25

Jata primer dan
at dari sumber
asil wawancara
sesuai dengan

yang digunakan

digunakan berasal dari berbaga per informasi yang telah dipublikasikan
maupun data yang didapat dari Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
Tahap berikutnya adalah menganalisis data tersebut dengan
menggunakan SEM (Structural Equation Modelling) dengan aplikasi
program AMOS 21. Alasan peneliti menggunakan SEM dengan aplikasi

program AMOS, karena model yang dibangun berdasarkan teori yang kuat
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dan SEM tidak untuk menghasilkan model tetapi untuk mengkonfirmasi
bentuk model, dalam hal ini hubungan kausalitas diantara variabel tidak

dibentuk olen model tetapi dibangun oleh teori yang mendukungnya.

Berikut adalah tahapan menggunakan SEM dengan aplikasi program

langkah pertama digambarkan dalam sebuah diagram alur (Path Diagram).
Path diagram tersebut akan mempermudah peneliti melihat hubungan-
hubungan kausalitas yang ingin diujinya.
3.5.3 Konversi Diagram Alur ke dalam Persamaan
Setelah teori atau model teoritis dikembangkan dan digambarkan

dalam sebuah diagram alur, peneliti dapat mulai mengkonversi spesifikasi
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model tersebut kedalam rangkaian persamaan. Persamaan yang dibangun
akan terdiri dari:
1. Persamaan-persamaan struktural (structural equations). Persamaan ini

dirumuskan untuk menyatakan hubungan kausalitas antar berbagai

ruktural _.p dibangun dengan

1TSS “

isis multivariate

atrik varian atau

Selama proses estimasi berlangsung dengan program komputer, sering
didapat hasil estimasi yang tidak logis atau meaningless dan hal ini berkaitan

dengan masalah identifikasi model struktural.
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3.5.6 Menilai Kriteria Goodness-of-Fit

Pada langkah ini, menurut Ferdinand (2006) dilakukan evaluasi

terhadap kesesuaian model melalui telaah terhadap berbagai kriteria

Goodness-of-Fit, urutannya adalah:

dimodifikasi.

kecil atau

model adalah
a dengan 2,58
diintrep ingkat 1% dan

residual ‘yang i menunj ediction error yang

No CUT OFF VALUE
1 | Chi Square — Diharapkan kecil
2 | Significanced Probability > 0,05
3 RMSEA <0,08
4 | GFI >0,90
5 | AGFI >0,90
6 |CMIN/DF <2,00
7 | TLI >0,95
8 | CFI >0,95

Sumber: SEM dalam Penelitian Manajemen (Ferdinand, 2006).
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3.6 HASIL UJI COBA 30 ANGKET

Tabel 3.3 Jawaban 30 Kuesioner

NO Sosialisasi Kualitas Pelayanan Kepatuhan Wajib Pajak
S1 | S2 | S3 |Jumlah| KP1 | KP2 | KP3 | KP4 | KP5 |Jumlah [KWP1 KWP2 | KWP3| Jumlah
1 4 4 4 12 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12
2 4 4 4 12 5 5 4 4 4 22 4 4 4 12
3 3 3 3 9 4 4 4 3 3 18 3 3 3 9
4 4 3 4 11 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12
5 4 4 4 12 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12
6 4 4 4 12 4 4 5 4 4 21 4 4 4 12
7 3 2 3 8 3 3 4 3 3 16 3 3 2 8
8 4 3 3 10 4 4 ] 4 4 21 4 4 3 11
9 5 5 14 5 4 & 4 4 22 4 5 5 14
10 4 F | M i 4 4 4 4 4 20 4 3 3 10
11 5 4 4 13 5] 5 5 5 4 24 4 4 4 12
12 3 2 3 8 3 3 3 3 3 15 3 3 2 8
13 | 4 |2 LB 9 220004 | A4 19 3 4 4 11
14 [ 4|8 4] 11 B/ | I 4 19 4 4 4 12
15 4 ala] 12 el L3~ [™5 21 4 4 4 12
16 5 4 4 18 4 4 4 4 4 20 5 4 5 14
17 4 4 4 12 4 4 4 4 4 20 3 4 4 11
18|54l 4] 13 5 | 5| 4] 5] 5 24 4 4 4 12
19 41314 11 4 |5 | 4] 5 ].5 23 4 4 4 12
20 | 3 | 1 |2 6 4 | 4| 3] 3] 4 18 2 3 3 8
21 5 4 4 13 5 5 4 4 4 22 5 4 4 13
22 | 2212 6 - HIF A 15 2 3 3 8
23 | 3| 373 9 Ao s\l 2 17 2 3 3 8
24 | 4 | 4@ ] 12 » N\ ANBA 2 20 4 4 4 12
25 4 3 4 11 4 4 4 4 3 19 4 3 4 11
26 | 2 | 3 |2 7 3 T Na e 14 3 2 2 7
27 | 3| 4] 3].10 s ~<gams 18 4 4 4 12
28 | 4 | 4| 4| 22 4 [t 2 A 19 4 4 4 12
29 [ 3] 12 6 ¢ | 4] 3 [ 4 N3 18 3 4 4 11
30 4 4 4 iy 4 4 4 4 3 19 4 4 4 12
Tabel 3.4 Correlations Sosialisasi
Correlations

S1 S2 S3 Sosialisasi

S1 Pearson Correlation 1| .614™| .839™ .889™

Sig. (2-tailed) .000] .000 .000

N 30 30 30 30

S2 Pearson Correlation .614™ 1| 773" .888™

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000

N 30 30 30 30

S3 Pearson Correlation .839™| 773" 1 952

Sig. (2-tailed) 000 .000 .000

N 30 30 30 30

Sosialisasi |Pearson Correlation .889™| .888™| .952™ 1
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Sig. (2-tailed) .000 .000 .000
N 30 30 30 30
**_ Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Tabel 3.5 Correlations Kualitas Pelayanan
Correlations
Kualitas
Pl P4 KP5 | Pelayanan
KP1 i0 i | 6767 857"
.000 .000
30 30
KP2 TAE 600" 811"
.000 .000 .000
0 30 30
KP3 0 4 .338 636"
i .00 .068 .000
30 30
KP4 I r 4 640" .851™
i .000 .000
- — 30 30
KP5 6767 | .600 4 1 835"
.00 .00 .000
E i 30 30
Kualitas 1 835" 1
Pelayanan 1 .000
4 30 30
**_Correlation is s icant I d
*, Correlation
e jak
Kepatuhan
P3 | Wajib Pajak
KWP1 Pearson Correla 614™ .841™
Sig. (2-tailed) 001 .000 .000
N 30 30 30
KWP2 Pearson Correlation 582" 1| .840™ .895™
Sig. (2-tailed) .001 .000 .000
N 30 30 30 30
KWP3 Pearson Correlation 614" .840™ 1 922"
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000
N 30 30 30 30
Kepatuhan | Pearson Correlation 8417 .895™| .922™ 1
Wajib Sig. (2-tailed) .000 .000 .000
Pajak N 30 30 30 30
**_Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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Tabel 3.7 Reliability Sosialisasi
Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

N %
Cases | Valid 30 100.0
Excluded? 0 .0
100.0

8

Tabel 3.8 F

Scale: ALL

SER L3 2 \Eh

Reliability
Cronbach's
Alpha

.852

Tabel 3.9 Reliability Kepatuha
Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

N %
Cases | Valid 30 100.0
Excluded? 0 .0
Total 30 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in
the procedure.
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Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha N of Items
.854 3

Tabel 3.10 INTERPRETASI

Keputusan

Valid

Valid

L

Valid
51| Valid
51 | Valid
:4 Valid
o0l Valid
61 Valid
;_: Valid
‘v; id. Nilai r tabel
untuk sampé @ nilai r hitung

seluruh per
valid.

Variabel LA lila Keputusan
Sosialisasi Reliabel
Kualitas Pelayanan Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak 0,6 Reliabel

Suatu alat ukur dikatakan reliabel jikam mendapatkan nilai Cronbach's Alpha
diatas 0,6. Dari tabel diatas diketahui nilai reliabilitas seluruh variabel > 0,6.
Artinya adalah bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini reliable atau

dapat dipercaya.
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BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor KUPD.7/12/41- 101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten/kotamadya Daerah
Tingkat 1, diterbitkan peraturan Dearah Nomor 7 Tahun 1979 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota madya

Daerah Tingkat Il Pekanbaru dengan susunan organisasi sebagai berikut:
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a. Kepala Badan Pendapatan
b. Sub Bagian Tata Usaha
c. Seksi Pajak

d. Seksi Retribusi

dalam Negeri

a Kerja Badan

. Seksi Pendaftaran dan Pendataa
d. Seksi Penetapan

e. Seksi Pembukuan dan Pelaporan
f. Seksi Penagihan

g. Unit Penyuluhan
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4.2

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999
tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
50 tahun 2000 tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka

Pemerintah Kota Pekanbaru menindak lanjuti dengan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah

VISI DAN MISI
Visi:
“Optimalnya Pendapatan Daerah Dengan Pengelolaan Pajak Daerah Yang

Profesional”
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1. Optimalnya pendapatan daerah artinya: peningkatan pendapatan asli
daerah dengan menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah
seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

ofesional dalam

handal, jujur,
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4.3 STRUKTUR ORGANISASI

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

BAGIAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
U

KEPALA BADAN

SUBBAG PROGRAM

BIDANG PERENCANAAN —
DAN PENGEMBAANGAN PAD

SUBBID HUKUM, KERJASAMA
DAN DANA TRANSFER |

SUBBID TEKNOLOGI
INFORMASI DAN ANALISA —
PENDAPATAN DAERAH

SUBBID PEMBUKUAN,
PENDAPATAN DAERAH DAN |

|

UPT PENDAPATAN V

SUB. BAG TATA USAHA SUB. BAG TATA USAHA
PENDAPATAN IV PENDAPATAN V

tugas pembantuan lainnya. Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, menyelenggarakan
fungsi:

a. Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pajak daerah,

retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
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b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
pendapatan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan

tugas;

daerah

g. Unit Pelaksana Teknik Badan (UPTB);

>

. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Sekretaris
Sekretaris  mempunyai  tugas  merencanakan,  menyusun,

merumuskan dan melaksanakan program kerja kesekretariatan
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berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekertaris dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, menyelenggarakan

fungsi:

a. Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program  kerja

dengan tugas dan fungsinya.
(1) Sekretariat, membawahi:
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Keuangan;

c. Sub Bagian Program.
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(2) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
3. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun,

aksanakan __pre ub Bagian Umum
““ﬁ%“‘ .@g

. ha eﬁ d di atas,
bl

kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;

e. Pelaksanaan pengelolaan tata usaha, umum, rumah tangga,
perlengkapan dan kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang
berlaku;

f. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan

dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD);
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g. Pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan
sarana dan prasarana badan;
h. Pelaksanaan kegiatan dokumentasi, pelayanan administrasi serta

pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan

pegawai, mutasi pegawal, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan
pangkat, kenaikan gaji berkala, buku induk pegawai, penyusunan
DUK dan registrasi PNS di lingkungan badan;

p. Pelaksanaan pengelolaan data pegawai serta pengarsipan Penilaian

Prestasi Kerja PNS;
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. Penyusunan norma, standa

. Penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis bidang pembinaan,

peningkatan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai;

. Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk

mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya

pedoman dan petunjuk operasional Sub

Bagian Keuangan;

. Pelaksanaan  inventarisasi ~ permasalahan-permasalahan  yang

berhubungan dengan Sub Bagian Keuangan serta menyiapkan bahan

petunjuk pemecahan masalah;
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d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam
penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil
kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;

e. Pelaksanaan verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan

lanjut laporan

masyarakat temuan pemeriksa fungsional dan pengawasan lainnya;
I. Pengaturan pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat
diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan; dan

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.
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5. Sub Bagian Program

Sub Bagian Program mempunyai tugas merencanakan dan

melaksanakan program kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan

peraturan perundang- undangan. Sub Bagian Program dalam

=h

Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, laporan evaluasi
Kinerja, Renstra, Renja, RKA dan laporan realisasi fisik program
pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja;
Pelaksanaan pengendalian dan pelaporan;

. Pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa;
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h. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara
lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawab masing-

masing;

I. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

c. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan rencana bimbingan
teknis  pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan
menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak daerah (SPTPD) Pajak
Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung

Walet dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak reklame dan
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Pajak Air Tanah dan menghimpun serta mengolah data objek dan
subjek pajak serta verifikasi lokasi/lapangan;
d. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pengelolaan daftar
induk wajib pajak daerah serta menyimpan surat perpajakan daerah
gan_pendataan,p an pendataan;

‘\M“\‘ 'e%
i

N penetapan
arkir, Pajak

anah, Pajak

. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelayanan dan
pemberian informasi pajak daerah;

i. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penerbitan dan
pendistribusian serta penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang

berkaitan dengan penetapan pajak daerah;
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J. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemimpin sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
(1) Bidang Pajak Daerah Lainnya, membawahi :

a. Sub Bidang Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir dan Sarang

Jalan dan

dan Sarang Burung Walet dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja Subbid Pajak Hotel, Hiburan, Restoran,
Parkir dan Sarang Burung Walet berdasarkan ketentuan peraturan
perundang- undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam

pelaksanaan tugas;
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b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional
Subbid Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir, dan Sarang Burung

Walet.

c. Pelaksanaan  inventarisasi  permasalahan-permasalahan  yang

daftar wajib pajak daerah;

i. Pelaksanaan registrasi dan menetapkan SK Pengukuhan, Nomor
Pokok Waijib Pajak Daerah (NPWPD) dan surat pernyataan;

j. Pelaksanaan pengelolaan data objek dan subjek Pajak Hotel, Hiburan,

Restoran, Parkir dan Sarang Burung Walet;
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k. Pelaksanaan pembuatan dan pemeliharaan daftar inventaris wajib
Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir dan Sarang Burung Walet;

I. Pelaksanaan penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang

berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan;

kelancaran penerimaan daerah;

g. Pelaksanaan proses pencabutan pengukuhan sebagai wajib pajak
daerah dan penghapusan NPWPD;

r. Pelaksanaan dan pemrosesan serta penerbitan Keputusan atas

pembetulan, pembatalan, pengurangan, keberatan dan banding serta
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pengembalian kelebihan pembayaran terhadap ketetapan Pajak Hotel,
Hiburan, Restoran, Parkir dan Sarang Burung Walet;

S. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Jalan dan Mineral

waety)

Subbid Pajak Reklame, Air Tanah, Penerangan Jalan dan Mineral
Bukan Logam Batuan;

c. Pelaksanaan  inventarisasi  permasalahan-permasalahan  yang
berhubungan dengan Subbid Pajak Reklame, Air Tanah, Penerangan
Jalan dan mineral bukan Logam Batuan serta menyiapkan bahan

petunjuk pemecahan masalah;
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d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam
penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil
kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;

e. Pelaksanaan perhitungan potensi Pajak Reklame, Air Tanah,

Reklame, Air

Pajak Reklame, Air Tanah, Penerangan Jalan dan mineral bukan
Logam Batuan;
m. Pelaksanaan penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang

berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan;
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n. Pelaksanaan dan verifikasi pembuatan daftar Surat Pemberitahuan
Pajak daerah (SPTPD) yang belum dikembalikan oleh Wajib Pajak

Wajib Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Mineral Logam dan Batuan;

0. Penyusunan, pelaksanaan dan pemrosesan surat teguran untuk

r. Pelaksanaan dan verifikasi pembuatan daftar Surat Pemberitahuan
Pajak daerah (SPTPD) yang belum dikembalikan oleh Wajib Pajak
Daerah Pajak Penerangan Jalan (PPJ) non PLN dan Mineral Logam
dan Batuan;

s. Pelaksanaan dan pemrosesan penerbitan Surat Ketetapan Pajak

Daerah (SKPD) dari pajak reklame dan pajak air tanah;
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t. Pelaksanaan verifikasi terhadap kondisi/lokasi objek dan subjek Pajak
Reklame, Air Tanah, Penerangan Jalan dan mineral bukan Logam
Batuan untuk kelancaran penerimaan daerah;

u. Pelaksanaan proses pencabutan pengukuhan sebagai wajib pajak

ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional

subbid pelayanan pajak daerah;
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c. Pelaksanaan  inventarisasi  permasalahan-permasalahan  yang
berhubungan dengan subbid pelayanan pajak daerah serta menyiapkan

bahan petunjuk pemecahan masalah;

d. Pelaksanaan pelayanan pada wajib pajak;

10. Bidang PB Q‘
Bidang PBB . : 3 mempunyai tugas membantu sebagian
tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan PBB dan BPHTB
Bidang PBB dan BPHTB dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi:

a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program kerja Bidang Pajak

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB) dan Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berdasarkan
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ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Perumusan perhitungan pelaksanaan potensi PBB dan BPHTB;

c. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan rencana bimbingan

pelaksanaan perhitungan
penetapan PBB,;

h. Perumusan dan pelaksanaan validasi penerimaan pembayaran Surat
Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB;

i. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penyusunan langkah

strategis penerimaan PBB dan BPHTB,;
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J-

Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penerbitan dan
pendistribusian serta menyimpan arsip surat pajak PBB dan BPHTB

yang berkaitan dengan penetapan; dan Pelaksanaan tugas-tugas lain

yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

dan BPHTB berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub

Bidang Pendaftaran, pendataan PBB dan BPHTB;
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c. Pelaksanaan inventarisasi  permasalahan-permasalahan  yang
berhubungan dengan Sub Bidang Pendaftaran, pendataan PBB dan
BPHTB serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam

erja, pencatatan hasil

dataan objek

\\QP‘

baru, mutasi

emetaan objek

Pemberitahuan

ritahuan Objek

L EUE CUECTY

DBKB;

j. Perencanaan dan pelaksanaan penyampaian SPPT PBB cetak massal
kepada UPT;

k. Penyusunan dan pelaksanaan penyampaian Daftar Himpunan

Ketetapan Pajak (DHKP) PBB kepada petugas penyampai PBB oleh

kelurahan/UPT;
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|. Pelaksanaan penghimpunan data termasuk mutasi tanah dan
bangunan serta pencatatan data objek PBB dan BPHTB;
m. Penyusunan dan pelaksanaan pengawasan kepatuhan wajib pajak

BPHTB, bimbingan atau himbauan kepada wajib pajak dan

12.

Subbid Penilaian, Penetapan PBB dan Verifikasi BPHTB;
c. Pelaksanaan inventarisasi  permasalahan-permasalahan  yang
berhubungan dengan Subbid Penilaian, Penetapan PBB dan

Verifikasi BPHTB serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan

masalah;

94



N ueeyesndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nery we[sy sej

. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam

penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil

kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;

. Penyusunan dan pelaksanaan penilaian dan penetapan PBB,;

pembetulan, pembatalan, pengurangan, keberatan dan banding serta
pengembalian kelebihan pembayaran terhadap ketetapan PBB dan

BPHTB,;

. Penyusunan dan pelaksanaan verifikasi penerimaan pembayaran

Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB;
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I. Penyusunan dan pelaksanaan penghitungan penetapan pajak dan
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT),

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), dan Surat

13.

b |

dan BPHTB

nelaksanakan sub

atany

tany

permasalahan-permasalahan  yang
berhubungan dengan pembetulan dan pengurangan PBB dan
BPHTB serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam

penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil

kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
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e. Penyusunan dan pelaksanaan proses pembatalan NOP PBB,;
f. Perencanaan dan pelaksanaan peninjauan lapangan atas proses PBB

dan BPHTB;

g. Pelaksanaan dan pemrosesan serta penerbitan Keputusan atas

Undangan mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan
dalam pelaksanaan sub Urusan Retribusi, Teknologi Informatika dan
Perundang-Undangan. Bidang Retribusi, Teknologi Informatika dan
Perundang-Undangan dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud

di atas, menyelenggarakan fungsi:
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a. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan program kerja
Bidang Retribusi, Data Teknolgi Informatika dan Perundang-

Undangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan

petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

pencatatan

daerah dan

pemungut retribusi.

f. Pengkoordinasian pencatatan semua Surat Ketetapan Retribusi
Daerah (SKRD) dan pendapatan lain-lain.

g. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelaporan realisasi

penerimaan/penyetoran dan tunggakan retribusi daerah.
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h. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penerimaan/

pengeluaran dan legalisasi terhadap surat-surat berharga.

Pengkoordinasian penghimpunan peraturan perundang-undangan

yang berkaitan dengan pajak daerah.

Pendapatan Lain-Lain
membantu Kepa 3ida ( Teknologi Informatika dan
Perundang-Undangan dalam pelaksanaan sub urusan Retribusi,
Legalisasi dan Pendapatan Lain-Lain. Sub Bidang Retribusi, Legalisasi
dan Pendapatan Lain-Lain dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja Sub Bidang Retribusi, Legaliasi dan

Pendapatan Lain-lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
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undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;

b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub

Bidang Retribusi, Legaliasi dan Pendapatan Lain-lain;

permasalahan  yang

dan

i. Pelaksanaan persiapan bahan-bahan penyusunan pelaporan retribusi

daerah dan melakukan rekonsiliasi;

J. Pelaksanaan penghimpunan dan rekonsiliasi penerimaan retribusi

daerah ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemungut retibusi;
k. Pelaksanaan kegiatan evaluasi terhadap realisasi penerimaan pajak

daerah, retribusi daerah dan sumber pendapatan lainnya;

100



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

|. Persiapan dan pelaksanaan pencatatan surat-surat yang berkaitan
dengan penerimaan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;

m. Pelaksanaan pencatatan penerimaan/pemungutan dan penyetoran

penerimaan pendapatan lain-lain;

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan
fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja Subbid Data dan Teknologi Informatika
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk

atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
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b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional
Subbid Data dan Teknologi Informatika;
c. Pelaksanaan inventarisasi  permasalahan-permasalahan  yang

berhubungan dengan Subbid Data dan Teknologi Informatika serta

pengelolaan pajak daera

j. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama bidang teknologi informasi dengan

perbankan dan institusi lain;
k. Pelaksanaan fasilitasi dan mengembangkan penyebaran informasi
pajak dan retribusi daerah melalui media komunikasi internet,

elektronik dan media komunikasi lainnya;
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I. Pelaksanaan penyusunan profil Badan Pendapatan Daerah, profil
pajak dan retribusi daerah;

m. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap

semua upaya kegiatan di bidang tugasnya;

17.

asalahan-permasalahan  yang

berhubungan  dengan Perundang-Undangan  serta
menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam

penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil

kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
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e. Pelaksanaan penghimpunan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan pajak daerah untuk dipedomani dalam pelaksanaan

tugas;

f. Pemberian pertimbangan atas pengkajian perundang-undangan

Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi penerimaan dari
pemeriksaan dan penagihan pajak daerah;

c. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kegiatan penagihan

pajak daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
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d. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pembukuan,
validasi, evaluasi dan pelaporan pendapatan pajak daerah;

e. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pencatatan mengenai

penetapan dan penerimaan/penyetoran pajak daerah dan retribusi

b. Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah.

c. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah.

Setiap Sub Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bidang Penagihan Pajak Daerah.
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19. Sub Bidang Pembukuan, Validasi, Evaluasi dan Pelaporan
Sub Bidang Pembukuan, Validasi, Evaluasi dan Pelaporan

membantu Kepala Bidang Penagihan Pajak Daerah dalam

melaksanakan sub urusan pembukuan, validasi, evaluasi dan pelaporan.

yang

asi, Evaluasi dan

kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;

e. Pelaksanaan pembukuan terhadap penerimaan Pajak Daerah melalui
kliring pada Rekening Kas Daerah;

f. Pelaksanaan validasi penerimaan pajak daerah;

g. Pelaksanaan evaluasi penerimaan pajak daerah terhadap target

penerimaan;
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. Pelaksanaan persiapan bahan-bahan penyusunan pelaporan pajak

daerah dan melakukan rekonsiliasi;

I. Pelaksanaan penghimpunan dan rekonsiliasi penerimaan daerah ke

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

. Penyusunan rencana kerja Subbid Pemeriksaan Pajak Daerah

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk

atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional

Subbid Pemeriksaan Pajak Daerah;

107



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

c. Pelaksanaan inventarisasi  permasalahan-permasalahan  yang
berhubungan dengan Subbid Pemeriksaan Pajak Daerah serta
menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam

k sebagai bahan

jib Pajak yang
pajak terutang

enguji  kepatuhan

i. . Q& aripemeriksaan pajak daerah;
J. Pelaksanaan tu ‘ as 12 diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
21. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah
Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah membantu Kepala Bidang
Penagihan Pajak Daerah dalam melaksanakan sub urusan penagihan
pajak daerah. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi:
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a. Penyusunan rencana kerja Subbid Penagihan Pajak Daerah
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk
atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional

yang
erah serta
lukan dalam

ar (piutang) pajak

usulan

h. Penghitungan potensi penerimaan dari penagihan pajak daerah;
i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya (Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor
170 Tahun 2018) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota

Pekanbaru).
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BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian

5.1.1 Identitas

itian yang
dapat membe engenai I&M kepatuhan
¥ Riq
wajib paj %1 i n Daerah Kota
Pekanbaru. g menj r penelitian ini
adalah jen . i k mengetahui
identitas re | litian ini, dapat d rikut:
 Tabel51
as Persentase
onden Ora (%)
i- 54,0
Jenis Kela _ 46,0
100,0
18,0
. 27,0
Umur 39,0
16 16,0
Tot 100 100,0
Pegawal 41 41,0
Pegawai Swast 16 16,0
Pekerjaan Wiraswasta 32 32,0
Lainnya 11 11,0
Total 100 100,0
SD 1 1,0
SMP 5 5,0
. SMA 52 52,0
Pendidikan Sarjana 35 35,0
Magister 7 7,0
Total 100 100,0

Sumber: Hasil Penelitian, 2021
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Berdasarkan tabel 5.1 diketahui bahwa mayoritas responden yang
mendapatkan pelayanan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru adalah laki-
laki dengan persentase sebesar 54%, sedangkan perempuan sebanyak 46%.
Walaupun mayoritas responden adalah laki-laki, namun perbedaannya tidaklah
signifikan. Pada dasarnya tidak-ada perbedaan tingkat kepatuhan perpajakan
antara laki-laki dan perempuan, karena ada persamaan persepsi antara
laki-laki dan. perempuan atas| kewajiban joerpajakan dan manfaat dari
pajak. Kastlunger (2010) dalam penelitiannya .menjelaskan bahwa
kepatuhan perpajakan disebabkan oleh gender-role orientation, karakteristik
yang terasosiasi terhadap jenis kelamin, lingkungan sosial, dan akses
terhadap pendidikan pada suatu daerah. Emansipasi wanita yang
mendorong terbukanya akses wanita kepada pendidikan dan perubahan
gender-role orientation pada suatu daerah mendorong asimilasi antara laki-
laki dan perempuan yang pada akhirnya menyebabkan adanya
persamaan dalam sikap dan pengambilan keputusan antara laki-laki dan
perempuan.

Kemudian tingkat umur responden mayoritas berkisar 39-45 tahun dengan
jumlah 39%, 32-38 tahun sebanyak 27%;.25-31 tahun sebayak 18% dan > 45
tahun sebanyak 16%. Proporsi identitas responden berdasarkan umur
menggambarkan tingkat pengalaman dan kedewasaan pola pikir responden.
Menurut Pasaribu dan Tjen (2015), modal sosial (social capital) individu
semakin bertambah seiring dengan bertambahnya usia. Semakin dewasa,
seseorang akan semakin terikat dalam suatu komunitas. Perilaku individu

dewasa juga semakin terikat dengan perilaku dalam komunitas. Efek
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positif dari hal ini adalah individu dewasa akan menghindari tindakan-
tindakan yang bisa menimbulkan sanksi sosial seperti sanksi sosial
karena tidak taat pajak.

Selanjutnya pekerjaan responden umumnya adalah Pegawai Negeri Sipil
sebanyak 41%, wiraswasta sebanyak 32%, pegawal swasta sebanyak 16% dan
lainnya_sebanyak 11%. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemko Pekanbaru
diminta supaya taat dan disiplin -dalam membayar pajak, khususnya Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB). PNS diharapkan bisa memberi contoh yang baik bagi warga
masyarakat lainnya terkait disiplin bayar pajak.

Dan pendidikan responden mayoritas adalah SMA dengan jumlah 52%,
sarjana sebanyak 35%, magister sebanyak 7%, SMP sebanyak 5% dan SD
sebanyak 1%. Tingkat pendidikan seseorang yang lebih tinggi, pada umumnya
memiliki kesadaran yang tinggi terhadap kepatuhan membayar pajak. Dengan
pendidikan yang tinggi dapat,menjadikan seseorang kaya akan informasi terutama
tentang pajak dan banyak mempelajari seluk beluk pajak selama menempuh
pendidikan tersebut. Rodriguez Justicia & Theilen (2018) menjelaskan tentang
pengetahuan pajak memegang peran vital. Apabila wajib pajak telah mendapatkan
pengetahuan yang cukup baik mengenai pajak, maka kepatuhan dalam memenuhi
tanggung jawab perpajakan juga akan meningkat. Akan tetapi sosialisasi yang
dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru kepada wajib pajak
dengan cara melakukan SDT dan melakukan inovasi dengan membuat aplikasi
Smart PBB, sehingga informasi pajak tersebut sampai kelapisan bawah

masyarakat, termasuk bagi mereka yang berpendidikan rendah.
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5.1.2 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian
Dari kuesioner yang disebarkan, maka diketahui tanggapan responden

terhadap variabel penelitian. Dengan mengetahui tanggapan responden tersebut,

T--‘car : dan khususnya wajib

.@' perpajakan baik peraturan
LA\

maupun tata cara perpajakar ode-metode yang tepat. Variabel
sosialisasi perpajakan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 3
indikator yaitu media, materi dan waktu. Untuk melihat tanggapan responden

tehadap sosialisasi pajak PBB di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru,

dapat dilihat sebagai berikut:
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Table 5.3
Tanggapan Responden Terhadap Variabel Sosialisasi

No Pernyataan STS| TS | N S | SS [Jumlah ';aatg Kategori
Informasi tentang
pajak dapat diketahuif, O | 4 | 33 | 39 | 24 | 100
melalui media .
1 elektronik seperti 383 | Setuu
website pajak atau| O | 8 | 99 | 156 | 120 | 383
media sosial
Sosialisasi perpajakan 0 7 Moo | agia 08 100
sangat membantu saya .
2 . ) 3,88 Setuju
memahami  mengenal 0 14 | 78 | 156 | 140 | 388
ketentuan perpajakan
Sosialisasi- perpajakan | 4 | 31| 42 | 23 100
yang dilaksanakan .
3 - 3,84 Setuju
sudah efektif dan tepat | . 8 | 93 | 168|115 | 384
sasaran
BN (1571190 |- 12(0ENiS  waut .
Jumlah 3,85 Baik
O 1730 J| 270 "| 480 NSHa i INISh

Sumber : Hasil Penelitian, 2021

Dari Tabel 5.3 diatas dapat dilihat bahwa pada umumnya responden
memberikan tanggapan yang setuju terhadap vairabel sosialisasi dengan perolehan
nilai sebesar 3,85 dengan kategori baik.—Artinya adalah bahwa sosialiasi pajak
PBB yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru kepada
masyarakat tergolong baik. Sosialisasi merupakan salah satu cara penyampaian
pesan atau informasi kepada seluruh masyarakatwajib pajak tentang apa itu pajak
dan manfaat pajak. Setelah sosialisast-dilaksanakan maka wajib pajak yang belum
terdaftar diharapkan dapat untuk mendaftarkan diri objek pajaknya. Badan
Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru melakukan sosialisasi kepada wajib pajak
dengan cara melakukan SDT. SDT adalah Sosialisasi Daftar Tagih dengan cara
petugas mendatangi wajib pajak atau petugas melakukan turlap (turun lapangan)
kerumah ataupun ke alamat wajib pajak atau objek pajak dimana objek pajak atau

wajib pajak yang belum terdaftar.
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2.

Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

perbandingan antara layanan pajak yang dipersepsikan dengan kualitas layanan

yang dirasakan

Variab

reliabili r

Daerah Ko

Tangga

No

P

adan

\&N@ﬁgﬁﬂﬂ@ empathy, f?,;%

tanggapan teha

Petug sanga
memb al n
tepat p

Petuga lu
memberikan
informa

dibutuhk

wajib paj

Petugas
kompetensi
profesional
melayani W
pajak

Petugas memberikan
perhatian dan
mengutamakan
kepentingan  wajib
pajak

16

41

a

o2

398

Kota Pekanbaru.

ikator yaitu
tuk melihat

n Pendapatan

yanan

ata-

ata Kategori

4,01 | Setuju

4,00 | Setuju

3,98 | Setuju

34

100

16

51

164

170

401

4,01 | Setuju

Memiliki ruang
tunggu yang bersih
dan nyaman

27

41

26

100

12

81

164

130

387

3,87 | Setuju

Jumlah

0
0
0
2

37

97

200

164

500

2

74

291

800

820

1.987

3,97 Baik

Sumber : Hasil Penelitian, 2021
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Dari Tabel 5.4 diatas dapat dilihat bahwa pada umumnya responden
memberikan tanggapan yang setuju terhadap vairabel kualitas pelayanan dengan
perolehan nilai sebesar 3,97 dengan kategori baik. Artinya adalah bahwa kualitas

pelayanan pajak PBB yang dirasakan oleh masyarakat di Badan Pendapatan

gantri untuk
Daerah Kota
Pekanbaru. Daerah Kota
Pekanbaru 3B di sejumlah
kantor keca Syarakat dalam

melakukan

indikator yaitu kesadaran, ketaatan dan ketepatan waktu. Untuk melihat tanggapan
responden tehadap kepatuhan wajib pajak terhadap pajak PBB di Badan

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, dapat dilihat sebagai berikut:
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Table 5.5
Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

No Pernyataan STS| TS | N S | SS.[Jumlah iztti Kategori
1 d Setuju
da
Say AN 16
2 for & 5 Setuju
baru
dans
Saya
3 |memb j 70 Setuju
tepat = - |5
| 34 | 12
95 - ,56 Patuh
| 68 492
Sumber : H elitian, - gt -
Dari iat ili nya responden
memberikan tan ybir atuhan wajib pajak
SRR ANEAR
dengan perolehan n ) ; nya adalah bahwa
masyarakat waji a baru dalam menunaikan
kewajibannya akan aerah Kota Pekanbaru,
akan tetapi belum sepenuh I menggambarkan bahwa pada

dasarnya faktor penghambat kurang patuhnya masyarakat disebabkan karena
tinggkat kesadaran masyarakat, sehingga masyarakat perlu diberi pengarahan
bahwa pajak merupakan kewajiban dan hak setiap warga negara untuk ikut serta
dalam pembangunan. Jika kesadaran Wajib Pajak tinggi untuk taat pajak, maka
pendapatan daerah untuk sektor pajak semakin meningkat. Dan upaya yang dapat

dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan
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kepatuhan wajib pajak adalah dengan sosialisasi yang lebih gencar lagi serta
peningkatkan kualitas pelayanan.
5.1.3 Hasil Analisis Data

Penelitian ini menerapkan analisis dengan Structural Equation Modelling
(SEM) sebagai upaya pengujian._hipotesis...Dalam analisis. SEM terdapat dua
metode_penggunaan jenis matrik data input yang digunakan yaitu matrik varians/
kovarians dan matriks korelasi.Analisis=iniy akan menggunakan input matriks
kovarians untuk estimasi selanjutnya. Pemilihan input dengan matriks kovarian
adalah karena matriks kovarian memiliki keuntungan dalam memberikan
perbandingan yang valid antar populasi atau sampel.-yang berbeda, yang kadang
tidak memungkinkan jika menggunakan model matriks korelasi.

Sebelum™ membentuk suatu full model SEM, terlebih dahulu akan
dilakukan pengujian terhadap faktor-faktor yang membentuk masing-masiong
variabel. Pengujian akan dilakukan dengan menggunakan model confirmatory
factor analysis. Kecocokan model (goodnessof fit), untuk confirmatory factor
analysis juga akan diuji. Dengan program AMOS, ukuran-ukuran goodness of fit
tersebut akan nampak dalam outputnya. Selanjutnya kesimpulan atas kecocokan
model yang dibangun akan dapat dilihat dari-hasil ukuran-ukuran goodness of fit
yang diperoleh. Pengujian goodness of fit terlebih dahulu dilakukan terhadap
model confirmatory factor analysis.

1. Analisis Faktor Konfirmatori (Confirmatory Faktor Analysis)

Analisis faktor konfirmator ini merupakan tahap pengukuran terhadap

dimensi-dimensi yang membentuk variabel laten dalam model penelitian. Tujuan

dari analisis faktor konfirmator adalah untuk menguji unidimensionalitas dari
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dimensi-dimensi pembentuk masing-masing variabel laten. Hasil analisis faktor
konfirmatori dari masing-masing model selanjutnya akan dibahas.

a. Analisis Konfirmator Konstruk Sosialisasi

Variabel laten sosialiasi pada model konfirmator ini terdiri dari 3 indikator

b. Analisis Konfirmator Kualitas Pelayanan
Variabel laten kualitas pelayanan pada model konfirmator ini terdiri dari 5
indikator sebagai pembentuk modelnya. Hasil pengolahan data untuk analisis

faktor konfirmator konstruk untuk kualitas pelayanan ditampilkan sebagai berikut:
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Goodness Of Fit Index
Chi Square : 5,291
Probability : ,381
RMSEA : ,024
GFI :,980

: ; AGFI : ,939
70 79 81 70 CMIN/DF : 1,058

' ' ' : ' TLI: 0,998
[ KP4 | | KP3 | | KP2 | | KP1 | CFI - 0,900

Kualitas
Pelayanan

terhadap ch 2| | Lo - P A, GFI, AGFI,
CMIN/DF,
c. Analis
Varia

ator ini terdiri

dari 3 indika ahan data untuk

‘3“\’%\\

“‘

analisis faktor

sebagai berikut:

Chi Square : ,000
Probability : -
RMSEA : -

GFI1: 1,000

AGFI : -
CMIN/DF : -

TLI : -

CFI : 1,000

Gambar 5.3
Faktor Konfirmatori Konstruk Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil Penelitian, 2021

Dari Gambar 5.3 diatas terlihat dapat dilihat bahwa uji kesesuaian model

menghasilkan tingkat penerimaan yang baik. Ini dibuktikan dari nilai factor
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loading masing-masing indikator yang besarnya lebih dari 0,5. Oleh karena itu,
indikator-indikator tersebut merupakan dimensi acuan (underlying dimension)
bagi sebuah konstruk kepatuhan wajib pajak.

2. Analisis Structural Equation Modelling (SEM)

confirmatary factor a is ata pada tahap full model
SEM dilakuk ela i stik. Berdasarkan

pengujian

>hi Square : 39,556
Probability : ,535

RMSEA : ,000
| kP5 | [ kPa | [ kP3| | kP2 | [ KP1 | GFI - ,930
1 1 q 1 1 AGFI : ,888
26 25 18 15 31 CMIN/DF : ,965
@ @D ©® ©® @ it
CFI : 1,000
Gambar 5.4

Hasil Pengujian Structural Equation Model
Sumber : Hasil Pengujian Data, 2021

Uji terhadap kelayakan full model SEM ini diuji dengan menggunakan Chi

Square, probability, CMIN/DF, GFI, AGFI, CFI, TLI dan RMSEA. Dari hasil
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tersebut dapat diketahui bahwa nilai-nilai tersebut berada dalam rentang nilai yang
tidak diharapkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.6
Hasil Pengujian Kelayakan Structural Equation Model

Goodness of Fit Hasil Evaluasi

Indeks Cut of Value Analisis Model

Chi Squa ‘.‘“‘E“‘Lmthﬁ‘ .ﬁl- Good
Pro 2 N yywrww- 0,535 Good
R -

EA et 0 |" " Good
GFI e RSHEY ISLA s SN | Good
AGF| ) ) . Marginal
MIN/DE Good
T J Good
CF Good
Sumber: H

ang  digunakan
diterima. N (56,942) atau
tingkat prok

persamaan S

_ \*&E\ﬁ\"l‘:‘w

TLI dan CFI

‘%
.
s
=
=
S
c
=
=.
=)

AGFI masih be ﬁ
3. Pengujian As @ ’

a. Normalitas Data . ‘ “‘.

Pengujian selanjutnya adala at tingkat normalitas data. Evaluasi
normalitas dilakukan dengan menggunakan kriteria critical ratio skewness value
dan kurtosis value, dimana nilai ratio yang memiliki nilai yang lebih besar dari
nilai £2,58 yang berarti data tersebut berdistribusi tidak normal. Hasil pengujian

normalitas data ditampilkan sebagai berikut:
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Tabel 5.7

Hasil Pengujian Normalitas Data

Variable min max skew kurtosis c.r.
KWP3 2,000 5,000 -,266  -1,088 -,605 -1,235
KWP2 1,000 5,000 -317  -1,293 -,288 -,588
KWP1 1,000 5,000 -,237 -,967 -,273 -,657

0 -,686

Tabel 5.8
Hasil Pengujian Mahalanobis Distance
Observation number | Mahalanobis d-squared pl p2
32 25,057 ,009 ,593
25 24,600 ,010 ,280
5 4,329 ,959 ,082
33 1,003 1,000 ,995

Sumber: Hasil Penguiji

an Data, 2021
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Berdasarkan Tabel 5.8 dapat diketahui bahwa nilai Mahalanobis Distance
yang paling tinggi sebesar 25,057 dan yang paling rendah 1,003. Dengan
demikian maka dapat diketahui bahwa seluruh data mempunyai Mahalanobis

Distance yang lebih kecil dari y2 tabel (31,264), sehingga tidak ada data yang

Outliers.

sebuah variabel be A : ana masing-
masing in
Terdapat d
extracted. ' > da ‘; ‘- ah 1 imal 0,70 sedangkan
cut-off val aria : i 5 or( an’ pengujian yang

dilakukan di

erage Variance
racted (AVE)

0,628
0,729
0,756

Berdasarkan Tabel 5.9 dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator dari
konstruk literasi keuangan dan pegambilan keputusan kredit memiliki nilai
reliability sebesar 0,835; 0,931 dan 0,903 diatas 0,7 sehingga seluruhnya memiliki
validitas yang baik. Kemudian untuk nilai AVE sebesar 0,628; 0,729 dan 0,756

diatas 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa konstruk memiliki validitas yang

baik.

124



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

4. Pengujian Hipotesis
a. Uji Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi menggunakan Squared Multiple Correlations yang

menunjukkan seberapa besar persentase variasi konstruk endogen/kriterion dapat

dijelaskan oleh ng_ dihipotesi garuhinya (eksogen/

= Vit ",

—

\ A ) ‘

I“\

Dar

78,9%. Arti

‘%\\"%\"&

oleh sosiali

rumus:

R*n—k—1)

F hitung =

(1-RY)k
Dimana: R?=0,789
n =100 (sampel)

k =2 (variabel independen)
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0,789 (100 — 2 — 1)
(1-0,789)2

F hitung =

76,533
0,422

F hitung =

F hitung = 18
Sedang

F tabel

pelayanan secara individu berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Variabel independen dikatakan diterima jika nilai current ratio (CR) lebih besar

dari 1,65. Dari pengujian yang dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut:
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Tabel 5.11
Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis Estimate S.E. C.R. P
So_SIallsaSI -> Kepatuhan Wajib 0.445 0.139 3196 0.001
Pajak
Kualitas Pelayanan ->

0,550 0,103 5,323 kel

Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Hasil Pengujian Data, 2021
Dari Tabel 5.11 dapat diperoleh persamaan SEM sebagai berikut:
Kepatuhan Wajib Pajak = 0,445 Sosialisast +0,550.Kualitas Pelayanan + z

— Sosialisasi -> Kepatuhan Wajib Pajak

Parameter estimasi untuk pengujian pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan
wajib pajak mendapatkan nilai CR sebesar 3,196 dan dengan probabilitas
sebesar 0,001. Kedua nilai tersebut diperoleh memenuhi syarat untuk
penerimaan hipotesis yaitu nilai CR sebesar 3,196 yang lebih besar dari 1,65
dan probabilitas 0,001 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat
diketahui bahwa sosialisast- berpengaruhcterhadap kepatuhan wajib pajak.
Dengan demikian maka hipotesis yang menyatakan bahwa sosialisasi
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Badan Pendapatan
Daerah Kota Pekanbaru. Kemudian diperoleh nilai koefisien sebesar 0,445
yang artinya adalah setiap peningkatan sosialisasi sebesar 1 satuan maka akan
meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,445 dan sebaliknya dengan
asumsi variabel lain tetap.

Kualitas Pelayanan -> Kepatuhan Wajib Pajak

Parameter estimasi untuk pengujian pengaruh kualitas pelayanan terhadap
kepatuhan wajib pajak mendapatkan nilai CR sebesar 5,323 dan dengan

probabilitas sebesar 0,000. Kedua nilai tersebut diperoleh memenuhi syarat
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untuk penerimaan hipotesis yaitu nilai CR sebesar 5,323 yang lebih besar dari
1,65 dan probabilitas 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat
diketahui bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

pajak. Dengan demikian maka hipotesis yang menyatakan bahwa kualitas

kepatuhan Wajib Pajak adalah so akin luas pengetahuan dan semakin
tinggi tingkat pemahaman yang dilakukan melalui sosialisasi maka akan
meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Sosialisasi
perpajakan menjadi salah faktor yang yang tidak dapat dipisahkan dalam

peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak.
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Wardani dan Erma (2018) mengatakan sosialisasi perpajakan berarti suatu
upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang
bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan sehingga
kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Jika wajib pajak diberikan pemahaman
yang baik dan benar melalui. sosialisasi, .maka wajib pajak akan memiliki
pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak.

Hasil penelitian ini sejalan ‘dengan penelitian yang dilakukan Riyanti
(2013) yang mendapatkan hasil bahwa sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan
Wajib Pajak Badan tahun 2014 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta
Cempaka Putih. Hasil yang sama juga diperoleh Boediono (2018) yang
mendapatkan hasil bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan
wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Dua.

Penyuluhan perpajakan atau sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya
yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota, Pekanbaru-untuk memberikan
pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala
sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan.
Dimana Ditjen Pajak memberikan beberapa point. terkait indikator sosialisasi
dimana kegiatan tersebut diharapkan dapat.memberikan kesadaran dan rasa peduli
terhadap pajak yang dimodifikasi dari pengembangan program pelayanan
perpajakan (Ananda dkk, 2015):

a) Penyuluhan
Sosialisasi yang dibentuk oleh Ditjen Pajak dengan menggunakan media
massa atau media elektronik menyangkut penyuluhan peraturan perpajakan

kepada Wajib Pajak.
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b) Berdiskusi langsung dengan Wajib Pajak dan tokoh masyarakat
Ditjen Pajak memberikan komuniskasi dua arah antara Wajib Pajak dengan

petugas pajak (fiskus) maupun masyarakat yang dianggap memberikan

pengaruh atau dipandang oleh masyarakat sekitarnya.

Najib Pajak

d)

atau penyuluhan. Sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara intensif, akan
dapat meningkatkan pemahaman WP tentang kewajiban membayar pajak sebagai
wujud kegotongroyongan nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan
pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional (Kurniawan, 2014).

Dengan diadakannya sosialisasi ini diharapkan mampu mendorong

kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk mendaftarkan diri, membayar
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pajak dan melaporkan tanggungan pajakannya berdasarkan hukum pajak yang
berlaku. Selain itu, sosialisasi perpajakan juga dapat menjadi salah satu alternatif
komunikasi antara pemerintah dan wajib pajak untuk mengkonsultasikan masalah
mengenai kewajiban membayar dan melaporkan pajaknya sehingga mendorong
tumbuhnya kepercayaan untuk-mengelola pajak yang mereka bayar dan laporkan
kepada pemerintah (Devi dan Mortigor, 2019).

Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru melakukan sosialisasi kepada
wajib pajak dengan cara melakukan SDT. SDT adalah Sosialisasi Daftar Tagih
dengan cara petugas mendatangi wajib pajak atau petugas melakukan turlap (turun
lapangan) kerumah ataupun ke alamat wajib pajak atau objek pajak dimana objek
pajak atau wajib pajak yang belum terdaftar. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Pekanbaru menyebutkan bahwa Strategi ttu- diambil dalam rangka
memuluskan pihaknya untuk mencapai target pendapatan asli daerah (PAD) dari
berbagai sektor pajak. Penyisiran dilakukan dengan menghitung potensi dan
menagih terhadap wajib pajak. Kegiatan tersebut mereka fokus dalam menagih
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak reklame dan pajak restoran. Selain itu,
tujuan dilaksanakan 'SDT ini juga agar wajib pajak.yang ada memahami tentang
mekanisme dan kewajiban pajak. ‘Wajib..pajak juga diberikan penjelasan
bagaimana pajak itu bermanfaat untuk membantu pembangunan di Kota
Pekanbaru.

5.2.2 Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kualitas pelayanan pajak PBB yang dirasakan olen masyarakat di Badan
Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tergolong baik. Dari pengujian yang

dilakukan diketahui bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap

131



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

kepatuhan wajib pajak PBB di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
Semakin baik kualitas pelayanan yang dirasakan maka kepatuhan wajib pajak
akan semakin meningkat dan sebaliknya.

Riyanti (2013) mengatakan kualitas pelayanan yang baik adalah sebagai

berikut:

(3) Pegawai Ya er , ‘; \gsung den( 3 ak harus menjaga

at serta tidak

Pajak Pratama Manado. Hasil penelitian yang sama juga diperoleh Lubis (2017)
dengan hasil bahwa kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Belawan.

Untuk memaksimalkan penerimaan daerah, salah satu cara penting

yang harus dilaksanakan pemerintah adalah memberikan pelayanan

prima dan berkualitas. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepatuhan
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wajib pajak, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan, dan
produktivitas petugas pajak. Pelayanan yang cepat, ramah serta adanya
kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sangat
didambakan oleh wajib pajak. Dengan cara mengukur tingkat kepatuhan
wajib pajak dapat menunjukkan modelpelayanan. yang bagaimana
membuat wajib pajak merasa puas ataupun tidak puas (Rukmana, 2013).
Kualitas layanan, bukan hanya-sebatas imemberikan kualitas infrastruktur
fisik (tangible) seperti teknologi informasi, kenyamanan kantor pelayanan pajak,
serta bentuk fasilitas lain, namun juga kualitas layanan dalam bentuk jaminan
pelayanan, kejujuran, emphaty, serta membangun kepercayaan bahwa penggunaan
dana pajak dialokasikan untuk kepentingan pengeluaran negara secara transparan
dan akuntabel.-Tata kelola entitas, sikap care dan satisfaction pelanggan dapat
dibentuk dengan menciptkan service quality. Cara tepat yang dapat dilakukan
adalah membentuk pola layanan yang memicu pelanggan -merasa memperoleh
kontraprestasi langsung, seperti kelengkapan dan kualitas tangible, emphaty,
reliability, assurance, responsiveness, transparance, dan sejenisnya. Konteks
seperti itu dapat dianalogikan dengan wajib pajak sebagai pelanggan yang
membutuhkan pelayanan prima (service quality) diposisikan sebagai pihak yang
penting pada tata perekonomian dan menyumbang terhadap negara. Cara seperti
itu dapat membentuk image bahwa wajib pajak merasa terpuaskan (satisfaction)
sehingga memunculkan sikap emphaty dan simpati. Kondisi tersebut dapat
menjadi pemantik munculnya internal driven wajib pajak berperilaku adaptif dan

responsif terhadap kewajiban perpajakan (Hadi, 2018).
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Salah satu upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota
Pekanbaru dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ialah dengan
melakukan inovasi dengan membuat aplikasi Smart PBB. Dengan aplikasi
tersebut masyarakat tidak perlu lagi mengantri untuk melakukan pendaftaran PBB
ke kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Dalam. kondisi pandemi ini,
Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru juga membuka sejumlah posko
pembayaran pajak PBB di sejumlah’ kantor kecamatan dan kelurahan, sehingga
memudahkan masyarakat dalam melakukan pendaftaran. Kepala Badan
Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru mengatakan bahwa Bapenda kini memiliki
aplikasi Smart PBB yang dapat mempermudah masyarakat membayar pajak dan
nantinya masyarakat dapat langsung mendaftarkan PBB-nya dari handphone,
menggunakan titik koordinat.

Didalam aplikasi itu, masyarakat bisa langsung mengupload persyaratan
seperti KTP, fotokopi surat, tanah maupun SKGR atau pun sertifikat secara
langsung. Kemudian juga secara langsung bisa bayar melalui bukalapak,
tokopedia serta linkaja. Setelah dibayar, nanti Bapenda akan kirimkan barcode
maupun bukti bayar atau SPT PBB-nya, yang dikirimkan melalui email. Seluruh
bidang tanah di Kota Pekanbaru akan dipetakan oleh Bapenda dan hanya ada dua
warna dalam peta tersebut yang menunjukkan bahwa wajib pajak sudah
membayar kewajiban atau belum, warna merah untuk yang belum bayar dan hijau
untuk yang sudah bayar. Dengan adanya pelayan ini diharapkan dapat
meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajiban PBB nya.

Aplikasi Smart PBB sekarang telah digabung didalam aplikasi Smart Tax,

Smart Tax Pekanbaru adalah aplikasi berbasis mobile android yang dapat di
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install melalui playstore, aplikasi ini menyediakan layanan pajak kota pekanbaru,
yang merupakan gabungan dari semua layanan publik, sehingga mempermudah
masyarakat menggunakan aplikasi pelayanan perpajakan di kota pekanbaru

sehingga aplikasi tersebut bisa untuk mendaftar sampai proses pembayaran 11

berpengaruh te ( ak dals Al a, Oleh karena itu,
fiskus ditu
saat kepada \Wa : : a < A0 nasyarakat tentang
tanggung ja

Pajak besar manf 3 o[s : an daran Wajib Pajak

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Badan Pendapatan Daerah
Kota Pekanbaru. Sosialisasi yang berjalan dengan baik intensif serta
pelayanan yang baik dan kooperatif akan dapat meningkatkan kepatuhan

wajib pajak dan sebaliknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang

dilakukan Riyanti (2013) yang mendapatkan hasil bahwa sosialisasi dan kualitas
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pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan tahun 2014 pada

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cempaka Putih.

Sosialisasi pajak dapat memengaruhi tingkat kepatuhan pajak, dengan
diberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perpajakan sehingga wajib
pajak diharapkan.memperoleh.pengetahuan.dan wawasan, mengenai ketentuan
perpajakan yang sesuai dengan Undang-Undang perpajakan (Nugroho & Kurnia,
2020). Pelaksanaan sosialisasi pajak melalui pemerintah daerah maupun pegawai
pajak itu sendiri dapat memastikan apakah mutu pelayanan yang diberikan sudah
tepat. Apabila pegawai pajak memberikan informasi dan pelayanan yang
diberikan untuk wajib pajak baik maka dapat disimpulkan bahwa mutu pelayanan
kantor juga sudah baik.

Dalam -rangka mencapai tujuannya, maka kegiatan sosialisasi atau
penyuluhan perpajakan dibagi ke dalam tiga fokus, yaitu kegiatan sosialisasi bagi
calon Wajib Pajak, kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak-baru, dan kegiatan
sosialisasi bagi Wajib Pajak terdaftar. (Herryanto, 2013). Kegiatan penyuluhan
atau sosialisasi perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut:

1) Penyuluhan/Sosialisasi langsung adalah kegiatan penyuluhan perpajakan
dengan berinteraksi langsung dengan Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak.

2) Penyuluhan/Sosialisasi  tidak langsun adalah  kegiatan  penyuluhan
perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi
dengan peserta.

Selain dengan melakukan sosialisasi perpajakan, Kantor Pelayanan Pajak
juga terus berusaha memberikan pelayanan yang baik bagi para wajib

pajak seperti peningkatan kualitas pelayanan, ini diharapkan dapat meningkatkan
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kepuasan wajib pajak dan pada akhirnya menumbuhkan kesadaran bahwa pajak
merupakan bentuk peran serta dalam pembangunan nasional bukanlah suatu
kewajiban yang memberatkan. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, fiskus
dapat melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak untuk menguji kepatuhan
wajib pajak dalam memenuhi-kewajiban perpajakannya. Kelalaian wajib pajak
yang teridentifikasi melalui pemeriksaan ini berakibat pada sanksi administrasi
yang disampaikan melalui SuratiTagihan Pajak (STP) dan telah diatur oleh
undang-undang perpajakan.

Masih rendahnya kepatuhan wajib pajak, maka berbagai upaya yang
dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru untuk meningkatkan
kepatuhan wajib pajak, yaitu dengan cara melakukan sosialisasi kepada
masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan. Pengetahuan masyarakat
awam tentang pajak bersumber dari upaya pemerintah itu sendiri yang selalu
memberikan penyuluhan tentang perpajakan sehingga masyarakat lebih paham
mengenai manfaat pajak yang disetorkan (Purba, 2016).

Kualitas pelayanan yang baik dapat menjadi salah satu kunci sukses agar
masyarakat melaksanakan kewajibannya. Dengan memberikan pelayanan yang
berkualitas kepada wajib pajak. sehingga. masyarakat akan mendapatkan rasa
kenyamanan dalam memenuhi kewajibannya. Fiskus pajak yang berhubungan
dengan masyarakat pembayar pajak harus memiliki kemampuan teknis dibidang
perpajakan, intelektualitas tinggi, disiplin, digaji baik, dan bermoral tinggi. Setiap
kegiatan dan sikap yang dilakukan fiskus pajak terhadap wajib pajak dalam
rangka pelaksanaan tugasnya mempunyai pengaruh langsung terhadap

kepercayaan masyarakat akan sistem perpajakan secara keseluruhan (Rahayu,

137



nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

2006). Sehingga kualitas yang diberikan fiskus pajak sangat mementukan
efektivitas undang-undang dan peraturan perpajakan.
Selain itu, pelayanan pajak merupakan aspek yang juga ikut berperan

dalam menggali penerimaan negara. Apabila kualitas pelayanan yang diberikan

sangat baik, ma ajib pajak juga akan

SNyt 'e;
kualitas an it tekna
kantor pe alitas layanan
dalam be membangun
kepercayaan bz enggunaa 3 0 kepentingan

pengeluara
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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

sebaliknya.

6.2 Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang sudah dijelaskan sebelumnya,

maka penulis memberikan saran sebagai berikut:
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1. Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru
Untuk terus dapat melakukan peningkatan kualitas pelayanannya

secara berkelanjutan, tidak hanya dari sisi infrastruktur, namu juga dari

1 S 3 | ke ap
| t“‘h\ ym\‘“.

sisi SDM k m hal ke Petugas pelayanan

Menambahkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib
pajak di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru seperti sanksi pajak atau

amnesti pajak dengan karakteristik serta alat analisis yang berbeda.
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